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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemungutan 

pajak daerah  khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat 

Tahun 2013 – 2017, sumber data dari penelitian ini adalah data target dan realisasi 

penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk priode Tahun 2013 – 

2017 yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Data penelitian ini 

adalah data Primer dan Skunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 

2013 tingkat kontribusi tertinggi yaitu sebesar 5,36% dan pada tahun 2017 

menunjukkan tingkat kontribusi terendah yaitu 1,78%. 

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asil Daerah 
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ABSTRACT 

 

This study aims to know how big the contribution a tax area in particular 

minerals not metal and rock in the district Langkat years 2013-2017, the source of 

data targets and the realization of acceptance tax minerals not metal and rock for 

a period of 2013-2014 derived from the district langkat. This study using the 

thedescriotive kualitatif. The data this study is the primary data and skunder. The 

results of the analysis suggests that in 2013, namely the highest level of the 

contribution of 5,36% and in 2017 indicate the level of the lowest namely 1,78% 

contribution. 

Key Words: Contribution, Regional Taxes, and Local Revenue. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagaian pemasukkan kas 

negaranya berasal dari pendapatan pajak. Secara umum pajak adalah pungutan 

dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang 

bersifat dapat dipaksakan dan terutama oleh yang wajib membayarnya denagan 

tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan (Marihot Pahala Siahaan, S.E. 2005:07). Di 

Indonesia sendiri terdapat dua jenis pajak yang didasari dengan lembaga 

pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan 

negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.  

Ada pun pajak-pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah 

(BAPEDA) antara lain: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak 

Penerangan Jalan dan Umum, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penggalian dan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Bahan galian industri sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa 

manusia hidup tidak terlepas dari bahan galian industri. Hampir semua peralatan 

rumah tangga, bangunan fisik, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah 
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sampai kreasi seni dibuat langsung atau dari hasil pengolahan bahan galian 

industri melalui rekayasa teknik. 

  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bahan yang dianggap 

langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya seperti: nitrat-

nitrat, fosfat, garam batu, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarisit, leusit, tawas, 

oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, 

bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, 

batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan 

pasir. 

 Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mutlak ada pada 

seluruh daerah  kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.  Hal ini berkaitan 

dengan tempat tersedianya bahan mineral bukan logam dan batuan yang tidak 

semua daerah kabupaten/kota memilikinya, serta adanya kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kepada pemerintah 

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 

Kabupaten/Kota. Oleh karna itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah 

Kabupaten atau Kota, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 

Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah kabupaten atau 

kota yang bersangkutan. 

  Salah satu pajak yang dipungut di Kabupaten Langkat adalah Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hanya saja berdasarkan dengan data yang ada 
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di Kabupaten Langkat sendiri pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan cenderung tidak stabil pada setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan Tahun 2013-2017 

Tahun 

Anggaran Pajak 

Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Realisasi Pajak Mineral 

Bukan Batuan 

Realisasi PAD 

Kabupaten 

Langkat 

2013 Rp 1.500.000.000 Rp 1.511.202.095 Rp 27.682.021.547 

2014 Rp 1.500.000.000 Rp 1.330.806.447 Rp 37.150.151.469 

2015 Rp 1.700.000.000 Rp 2.101.153.820 Rp 42.304.284.902 

2016 Rp 1.413.000.000 Rp 1.320.371.325 Rp 46.948.822.153 

2017 Rp 2.000.000.000 Rp   913.258.419 Rp 57.043.425.625 

Sumber: BAPEDA Langkat, 2018 

Adapun informasi yang bersumber dari Harian9.com Pendapatan Asli 

Daerah kabupaten Langkat tahun anggaran 2015-2016 meningkat mencapai 6,5 

Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, tentang penyampaian nota keuanmupaten 

Langkat mengalami peningkatan dari tabel 1.1 bisa kita lihat bahwa pajak mineral 

bukan logam dan batuan mengalami penurunan yang lumayan drastis. Walaupun 

PAD meningkat tapi tidak semua pajak daerah juga meningkat realisasi nya 

seperti yang bisa kita lihat pada tabel yang ada diatas, seperti realisasi pajak 

mineral bukan logam dan batuan diatas mengalami ketidakstabilan pada setiap 

tahunnya. Bahkan realisasi pada setiap tahun nya bisa dibilang mengalami 

penurunan. 
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Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.” 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut: 

a. Adanya ketidak stabilan pada penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan di Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017 

b. Masih adanya kebebasan bagi penambang liar yang tidak terdaftar pada 

BAPEDA Langkat sehingga pendapatan dibidang Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan di Kabuapten Langkat belum tercapai. 

2. Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hanya membatasi 

permasalahan penelitian pada Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat 

Tahun 2013-2017. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka rumusan masalah penelitin ini adalah bagaimana kontribusi 
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Langkat. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitianj 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dalam  meningkatkan PAD Kabupaten Langkat. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya tentang gambaran penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahun penulis tentang pengelolaan bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Arif Setiawan (2009) yang 

berjudul “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan 

Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Boyolali” 
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 Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelum nya yang 

terletak pada: 

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan dua variabel bebas 

yaitu Efektivitas Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Bahan Galian C 

dengan satu variabel terkait yaitu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini 

menggunakan satu variabel bebas Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dengan satu variabel terkait yaitu Pendapatan 

Asli Daerah. 

2. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten Boyolali, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat. 

3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2006-2008, 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013-2016. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak 

pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan 

kembali oleh daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sehubung dengan 

hal tersebut, pendapatan daerah yamg dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua 

barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroprasi di 

wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari 

atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik 

Regional Bruto” daerah bersagkutan. Pendapatan yang timbul oleh karna adanya 

kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”. 

Kenyataan menunjukkan  bahwa sebagian dari faktor produksi yang 

digunakan dalam kegiatan produksi disuatu daerah berasal dari daerah lain atau 

dari luar Negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki 

penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi yang dimiliki 

penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain 

atau di luar Negeri. Hal ini menebabkan nilai produk domestik yang timbul 
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di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah (PAD)  adalah penerimaan yang  diperoleh dari 

sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain  pendapatan asli 

daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber 

pendapatan daerah sebagai yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang 

nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, berdasarkan pasal 79 Undang- 

Undang nomor 22 tahun 1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh 

pemerintah daerah  yang dapat diukur dengan uang karna kewenangan (otoritas) 

yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 nomor 18 bahwa “Pendapatan Asli 

Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Warsito (2009) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 

bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.  Sumber PAD terdiri 

dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), 

dan pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian pendapatan asli daerah. 

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli 

berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat mengambil sumber 

pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.  
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a. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

1) Pajak daerah 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009). 

2) Hasil retribusi daerah 

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikamn oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan (pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum 

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, 

Pasar, tempat hiburan/ rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain. 

Keuntungannya merupakan hasil bagi daerah yang bersangkutan (Hanif 

Nurcholis, 2007). Menurut Ahmad Yani (2004) hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan 

saham milik daerah. 
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4) Lain-lain PAD yang sah  

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain 

PAD yang sah meliputi : 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b) Jasa giro 

c) Pendapatan bunga 

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan  

e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

 

3. Pajak  

Pajak adalah pungutan wajib yang  dibayar rakyat untuk negara dan akan 

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang 

membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena 

pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan 

pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan 

pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. 

a. Ciri-ciri Pajak 

Bersarkan Undang-Undang KUP NO. 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1 , 

pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1) Pajak merupakan kontribusi wajib negara  

Artinya setiap orang memiliki kewajiban membayar pajak. Namun 

hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah 

memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara 

yang memiliki penghasilan tidak kenak pajak (PTKP) lebih dari Rp 

2.050.000 per bulan. Jika anda adalah karyawan/pegawai, baik 

karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total 

penghasilan lebih dari Rp.2.000.000, maka wajib membayar pajak. 

Jika anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan 

dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto 

(berdasarkan PP 46 Tahun 2013). 

2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara 

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat 

objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-

Undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja 

tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada 

ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 

3) Warga negara tidak mendapat imbalan langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi ketika mendapat 

manfaat parkir maka harus membayar sejumlah uang, yaitu 
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retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan 

salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika 

membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung 

menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan anda dapatkan 

perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis bagi 

keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainnya. 

4) Berdasarkan Undang-Undang 

Artinya pajak diatur dalam Undang-Undang negara. Ada beberapa 

Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak.  

 

b. Fungsi pajak bagi Negara dan Masyarakat 

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara 

untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran biaya 

lainnya. Sehingga pajak memiliki tujuan penyeimbangan 

pengeluaran negara dengan pendapatan negara 

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan 

negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Pajak dapat mengatur 

dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar 

semakin produktif. 
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3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

4) Fungsi Stabilitas 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah 

menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar 

dapat dikurangi. Sedangan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau 

deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang 

beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. 

 

c. Jenis-jenis Pajak 

1) Jenis Pajak berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: 

pajak tidak langsung dan pajak langsung. 

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan 

kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan 

tertentu.  

b) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang diberikan secara berkala 

kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang 

dibuat kantor pajak. 
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2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutan 

Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 2 

jenis,  yaitu: pajak daerah dan pajak negara. 

a) Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah 

dan terbatas hanya pada  rakyat daerah itu sendiri, baik yang 

dipungut Pemda Tingkat II mau pun Pemda Tingkat I. 

b) Pajak Negara (Pusat) 

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat 

melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan 

Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh 

Indonesia. 

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 

jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. 

a) Pajak Objektif  

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 

objeknya. 

b) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 

subjeknya. 

4. Pajak Galian C (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) 

Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logan dan batuan 

merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan 
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batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian 

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa 

segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 

yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, 

adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karnanya, dikuasai dan 

dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan 

galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam 

batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. 

Ada pun bahan tambang yang digolongkan sebagai bahan galian mineral 

bukan logam dan batuan, terdiri dari: 

a. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu; 

b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit; 

c. Yarosit, leusit, tawas, (alum), oker; 

d. Batu permata, batu setengah permata; 

e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentoni; 

f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap; 

g. Marmer, batu tulis; 

h. Batu kapur, dolomit, kalsit; 

i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak 

mengandung unsur-unsur mineal golongan a maupun golongan b dalam 

jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 
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Tabel 2.1 Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

No. Jenis Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Volume/Tonase Harga Dasar 

(Rp) 

1 Asbes 1 M3 15.000,- 

2 Batu Tulis 1 M3 15.000,- 

3 Batu Permata 1 M3 15% dari harga jual 

4 Batu Setengah Permata 1 M3 10% dari harga jual 

5 Batu Kapur 1 M3 10.000,- 

6 Batu Apung 1 M3 10.000,- 

7 Bentonite 1 M3 12.500,- 

8 Dolomit 1 M3 12.500,- 

9 Feldstar 1 M3 20.000,- 

10 Garam Batu (Halite) 1 M3 10.000,- 

11 Grafit 1 M3 15.000,- 

12 Granit 1 M3 20.000,- 

13 Gips 1 M3 10.000,- 

14 Kaisit 1 M3 10.000,- 

15 Kaolin 1 M3 10,000,- 

16 Leusit 1 M3 10.000,- 

17 Magnesite 1 M3 15.000,- 

18 Mika 1 M3 20.000,- 

19 Marmer 1 M3 20.000,- 

20 Nitrat 1 M3 15.000,- 

21 Obsidian 1 M3 10.000,- 

22 Oker 1 M3 10.000,- 

23 Pasir Bagunan 1 M3 10.000,- 
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No. Jenis Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Volume/Tonase Harga Dasar 

(Rp) 

24 Batu Krikil 1 M3 15.000,- 

25 Batu Split 1 M3 22.500,- 

26 Tanah Timbun 1 M3 7.500,- 

27 Pasir Laut 1 M3 10.000,- 

28 Pasir Kuarsa 1 M3 20.000,- 

29 Ferlit 1 M3 15.000,- 

30 Phospat 1 M3 15.000,- 

31 Talk 1 M3 15.000,- 

32 Tanah serap 1 M3 12.500,- 

33 Diatome 1 M3 15.000,- 

34 Tanah liat 1 M3 10.000,- 

35 Tawas 1 M3 15.000,- 

36 Trass 1 M3 7.500,- 

37 Yarosite 1 M3 15.000,- 

38 Zeolit 1 M3 15.000,- 

39 Batu 1 M3 20.000,- 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019 

 

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

 Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Indonesia saat ini 

didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak mineral bukan 

logam dan batuan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: 
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1) Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 

atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2) Perarturan pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

3) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

 

b. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan 

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan 

pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Pengertian 

kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

adalah pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. 

2) Bukan objek pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan 

  Pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan, tidak semua pengambilan bahan galian minerak bukan logam 

dan batuan dikenakan pajak. Pengecualian dari objek pajak adalah : 

a) Kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil 

bahan galian mineral bukan logam dan batuan tersebut dan tidak 

dimanfaatkan secara ekonomis. Contoh kegiatan pengambilan 
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tanah untuk keperluan rumah tangga pertambangan golongan A, 

golongan B, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel 

listrik/telepon, dan penanaman pipa air/gas; serta  

b) Pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 

 

 

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, 

subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan. 

Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh 

Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 

Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung 

renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk 

seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 
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d.  Izin Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan 

 Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari 

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Usaha pertambangan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang 

meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan 

penjualan bahan galian mineral bukan batu dan batuan. Eksplorasi adalah segala 

penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya 

dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan 

maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 

Pengolahan/pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian 

serta untuk memanfaatkan dan untuk memperoleh unsur-unsur yang terdapat 

dalam bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan 

galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi 

atau tempat pengolahan/pemurnian. Penjualan adalah segala usaha penjualan 

bahan-bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian. SIPD sendiri 

merupakan kuasa petambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban 

untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan 

galian mineral bukan logam dan batuan. Kuasa petambangan adalah wewenang 

yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha 

pertambangan. SIPD terdiri dari:  

1) SIPD Eksplorasi; 

2) SIPD Eksploitasi; 

3) SIPD Pengolahan atau Pemurnian; 
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4) SIPD Penjualan; dan 

5) SIPD Pengangkutan. 

Pengusahaan pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat 

dilakukan oleh: 

1) Badan Usaha Milik Negara; 

2) Badan Usaha Milik Daerah; 

3) Koperasi 

4) Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia, mempunyai pengurus yang kewarganegaraan Indonesia, 

serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha 

dibidang pertambangan; 

5) Perorangan yang berkewarganegaan Indonesia dan bertempat tinggal di 

Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di 

daerah kebupaten/kota tempat terdapatnya bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan yang bersangkutan; 

6) Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan 

usaha dan perorangan sebagimana tercantum pada huruf a,b,c,d dan e.  

Setiap SIPD hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketetapan 

Bupati/Walikota. SIPD diberikan untu jangka tertentu sesuai dengan ketetapan 

Bupati/Walikota dan dapat diperpanjang. Pemegang SIPD dapat mengurangi 

wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu 

dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati/Walikota. SIPD tidak dapat 
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dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketigakecuali 

dengan persetujuan Bupati/Walikota. Ketentuan tentang pemberian SIPD diatur 

dengan peraturan daerah. 

SIPD dinyatakkan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan dibawah ini: 

1) Masa berlaku SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; 

2) Pemegang SIPD mengembalikan kepada bupati/walikota sebelum 

berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang 

bersangkutan; 

3) Melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban 

yang tercantum dalam SIPD; 

4) Pemegang SIPD tidak melaksanakan Penambangan Bahan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam jangka tertentu sesuai dengan 

ketetapan bupati/walikota; dan 

5) Dibatalkan dengan surat keputusan bupati/walikota untuk kepentingan 

daerah atau negara. 

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral 

Bukan Logam dan Batuan 

1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan 

nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian mineral bukan 
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logam dan batuan. Nilai pasar sendiri memiliki artian sebagai nilai rata-rata yang 

berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai 

pasar dari hasil produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan sulit 

diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang 

berwenang dalam bidang penambangan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan. 

Nilai pasar masing-masing jenis bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan ditetapkan secara periodik oleh Bupati/Walikota sesuai dengan harga rata-

ratayang berlaku dilokasi setempat. Dalam praktek umumnya apabila yang 

digunakan adalah harga standar masing-masing jenis bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan, harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yasng 

berwenang dalam  bidang penambangan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 

2)  Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Tarif pajak pengambilan bhan galian mineral bukan logam dan batuan 

ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh pesen dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah 

kebupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan 

kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah 

kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang 

mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua 

puluh persen. 
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f. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah 

Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Pada pajak pengambilan bahan galian mineral bukan batuan masa pajak 

merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau 

jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam 

pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak 

adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali wajib pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. 

Pajak yang terutang merupakan pajak pengambilan bahan galian mineral 

bukan logam dan batuan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, 

dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah 

tentang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota setempat. Saat pajak terutang 

dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan 

galian mineral bukan logam dan batuan. 

Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang 

terutama dipungut diwilayah Kabupaten/Kota tempat pengambilan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan berada. Hal ini terkait dengan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan yang terdapat dalam lingkup wilayah administrasinya. 

g. Pelaporan Pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) 

Wajib pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

wajib melapor kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang 
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kegiatan pengambilan/eksploitasi bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

yang dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD 

diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau 

kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus 

disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD 

disampaikan dengan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan 

dengan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, sesuai dengan 

ketetapan Bupati/Walikota. 

Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan 

dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPPD untuk 

jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak 

dimasukan jika wajib pajak tidak melaksanakannya atau tidak sepenuhnya 

melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah 

ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak seusai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.  

h. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak 

1) Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pemungutan pajak mineral buka logam dan batuan tidak dapat 

diborongkan. Artinya, seluruh proses kegitan pemungutan pajak mineral bukan 

logam dan batuan tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Walaupun demikian, 

dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan 

pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada 
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wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak 

dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya 

pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 

2) Penetapan Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, Bupati/Walikota 

atau pejabat yang tunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak pengambilan 

bahan mineral bukan logam dan batuan yang terutang dengan menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi wajib pajak paling lama 

tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu yang 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan 

wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan 

ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

3) Ketetapan Pajak 

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan 

pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disambaikan oleh 

wajib pajak. 

4) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

jika pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dalam 

tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat 
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kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan 

wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Selain 

itu, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban 

pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau 

tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian STPD juga 

merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT 

yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo 

pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang 

bayar ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak 

saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan 

sejak tanggal diterbitkan. Disamping itu, bentuk, isi, tata cara penerbitan dan 

penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN serta 

STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.       

i. Pembayaran dan Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral 

Bukan Logam dan Batuan 

1) Pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan terutang 

dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya 

selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya darai masa pajak yang 

terutang setelah berakhirnya masa pajak. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang Menyebabkan jumlah pajak yang harus 
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dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak 

tanggal diterbitkan. 

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau 

tempat lain yang diperuntukan oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan 

dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak 

dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke 

kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan 

Bupati/Walikota. apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, 

pembayaran dilakukan pada hari kerja barikutnya.  

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan  sekaligus atau lunas. Kepada 

wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran 

pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas 

tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan 

pajak. Dengan keadaan tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat 

memberi persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan terutang dalam kurun 

waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian 

persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak dibarikan atas permohonan 

wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara 

beratur dan berturut-turut, dengan dikenakan bunga sebesa dua persen sebulan 

dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Selain memberikan persetujuan 

mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat 

memeberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak 
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terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan 

atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bungan sebesar dua persen 

sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran 

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.  

2) Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

Apabila pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan bataun 

yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan 

pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan 

pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hati saat jatuh tempo 

pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh 

Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi 

pajak yang terutang.  

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi daalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tidakan 
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penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, 

pelelangan, pencegahan, dan penyandraan jika wajib pajak tetap tidak mau 

melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan 

penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah 

Kabupaten/Kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak  atau barang-barang 

milik wajib pajak atau penanggung pajak. Adanya ketentuan tentang hak 

mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan untang pajak 

daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga 

utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak 

mampu melunasi semua utangnya sehingga sinyatakan palit. Selain itu, dalam 

kondisi tertentu, Bupati/Walikota dalam melakukan penagihan pajak tanpa 

menunggu batas waktu pembayaran pajak pengambilan bahan galian mineral 

bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berakhir. Hal ini 

dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.  

j. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan 

atau Pengurangan Sanksi Administrasi 

Bupati/Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: 

1) Membetulkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD yang dalam 

penerbitan nya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan 

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah; 

2) Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; 

dan 
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3) Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, 

denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksai tersebut 

dikenakan karna kehilafan dan bukan karna kesalahannya. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam 

hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang 

dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang 

ditunjuknya.  

k. Keberatan dan Banding 

1) Keberatan 

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh 

Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya pada Bupati/Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak 

dalam ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak 

sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati/Walikota yang menerbitkan surat ketetapan tersebut. Keberatan yang 

diajukan adalah materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan 

jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan 

sesuai dengan ketenuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dimaksud. Pengajuan 

keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak 
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yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah 

terganggunya penerimaan daerah.  

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu, 

Bupati/Walikota akan mengeluarkan kwputusan atas pengajuan keberatan 

tersebut. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 

lama dua bela bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini bermaksud untuk memberikan 

kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib 

administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pemebayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan 

ditambah imbalan bungan sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling 

lama 24 bulan. 

 

2) Banding 

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota disampaikan 

kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup 

kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam 

hal demikian,wajib pajak diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara 

hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai harapannya. Wajib pajak 

dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap 

keputusan mengenai keberatannya ketetapan oleh Bupati/Walikota atau pejabat 

yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan alasan yang jelas dalamjangka waktu tiga bulan sejak keputusan 
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diterima dan dilampiri salianan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan 

permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 

penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan 

ditambah imbalan bungan sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling 

lama 24 bulan.  

l. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Mineral Bukan Logam dan Batuan 

1) Pembukuan  

Wajib pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp 300.000.000 per tahun ke atas, 

wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup 

untuk menghitung nilai jual hasil pengambilan bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan teratur 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.  

Walaupun demikian, wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat 

pembukuan, yaitu wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang 

ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha 

secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pembukuan atau pencatatan 

serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib 
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pajak harus disimpan selama lima tahun. Tata cara pencatatan ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

2) Pemeriksaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan tujuan lain dalam langka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Pelaksanaan 

pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau 

pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus 

dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa  dan surat perintah pemeriksaan. 

m. Keringanan dan Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral 

Bukan Logam dan Batuan 

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Walikota dapat memberikan 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak pengambilan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan, tata cara pemberian pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.  

n. Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi 

kelebihan pembayaran pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada 
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pajak yang terutang, dilakukannya permohonan keberatan atau banding wajib 

pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab 

lainnya. Atas kelebihan pembayaran pajak bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 

o. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan 

1) Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

Hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke 

kas daerah Kabupaten/Kota. Khusus pajak pengambilan bahan galian mineral 

bukan logam dan batuan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagai 

diperuntukan oleh desa di wilayah daerah Kabupaten tempat pemungutan pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Hasil penerimaan 

pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan tersebut 

diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah Kabupaten yang 

bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan 

peraturan daerah Kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antardesa. 

2) Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Minerak Bukan 

Logam dan Batuan 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, diberikan biaya 

pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah 
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disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang 

diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam 

rangka kegiatan pemungutan. Alokasi dan penggunaan biaya pemungutan pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan 

keputusan Bupati/Walikota. 

p. Kedaluarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak 

Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan 

1) Kadaluarsa Penagihan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

Bupati/Walikota mempunyai hak untuk melakukan penagihan pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan kadaluarsa setelah 

melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, 

kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. 

Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluarsa penagihan pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat ditangguhkan, 

yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau 

ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak 

langsung.  

2) Penghapusan Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

Piutang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan  batuan 

yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang 

pajak dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan penghapus 
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piutang pajak dari Kepala Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan terlebih 

dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.  

q. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak 

1) Kewajiban Pejabat 

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dilarang memberi 

tahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib 

pajak kepadanya dalam rangka jabatan dan pekerjaannya untuk menjalankan 

ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain 

untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan 

tugas dibidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang 

disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk 

hanya kepentingan pengenaan dan pemungutan pajak pengambilan bahan galian 

mineral bukan logam dan batuan. 

2) Ketentuan Pidana 

 Wajib pajak, yang karna sengaja atau karna ketidakhadirannya tidak 

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, 

dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut 

setelah melampui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau 
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berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya 

tahun pajak yang bersangkutan sanksi pidana atau kurungan atau penjara dan atau 

denda juga dikenakan terhadap pejabat karna kealpaannya ataupun dengan sengaja 

tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang 

disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar pajak dan 

pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.  

3) Penyidikan Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logan dan 

Batuan 

 Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana dibidan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak dilaksanakan 

menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berlaku.  

B. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya sebagai refrensi untuk penelitian yang akan dilakukan. 

 Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama 

dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari penelitian ini 

dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu: 
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Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel X Variabel Y Mode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Arif 

Setiawan 

(2009) 

Analisis 

Efektifitas 

Penerimaan 

Pajak 

Pengambila

n dan 

Pengelolaan 

Galian 

Golongan C 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Boyolali 

Efektifitas Pendapatan 

Asli Daerah 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Efektifitas 

penerimaan 

pajak 

pengambilan 

dan 

pengelolaan 

galian 

golongan C di 

daerah  

Kabupaten 

Boyolali 

sudah efisien 

dan sudah 

efektif. 

2 Yesika 

Putri 

(2013) 

 

Analisis 

Penerimaan 

Pajak 

Pengambila

n Bahan 

Galian 

Golongan C 

dikantor 

Dinas 

Pendapatan 

Penerimaan 

Pajak 

 

Pendapatan 

Daerah 

 

Analisis 

Regersi 

Linier 

Berganda 

 

Penerimaan 

dan 

pengambilan 

pajak galian 

golongan C di 

Daerah 

Tingkat II 

Kediri dinilai 

sudah Efektif 

dan Efisien. 

3 Permana 

Sari 

Arfiana 

(2016) 

Optimalisasi 

pemungutan 

pajak 

mineral 

bukan logam 

dan batuan 

dalam 

rangka 

peningkatan  

Galian C Pendapatan 

asli daerah  

Analisis 

Regresi 

Linier 

Pajak mineral 

bukan logam 

dan batuan di 

Kabupaten 

tanah Bumbu 

masih belum 

optimal hal ini 

di karenakan 

belum  
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No. Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel X Variabel Y Mode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

  pendapatan 

asli daerah 

kabupaten 

tanah bumbu 

   tercapainya 

target dan 

realisasi yang 

telah 

ditentukan. 

4 Pernama 

Sari 

Arfiana 

(2016) 

Optimalisasi 

Pemungutan 

Pajak 

Miberal 

Bukan 

Logam dan 

Batuan 

Dalam 

Rangka 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Tanah 

Bumbu 

Galian C  

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Analisis 

regresi 

linier 

Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan di 

kabupaten 

Tanah Bumbu 

masih belum 

optimal hal ini 

dikarnakan 

belum 

tercapainya 

terget dan 

realisasi ‘yang 

telah 

 ditentukan. 

5 Wahit 

Nurfindi 

Daryono 

(2013) 

Analisis 

Kontribusi 

Pajak 

Pengambila

n Bahan 

Galian 

Golongan C 

Terhadap 

Peningkatan 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Sleman 

Galian C Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Analisis 

regresi 

linier 

Pajak galian 

golongan C di 

Kabupaten 

Sleman Pajak 

galian 

golongan C di 

Kabupaten 

Sleman 

menunjukkan 

bahwa 

pemungutan 

pajak 

pengambilan 

bahan galain 

golongan C  
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No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Variabel X Variabel Y Mode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

  Sleman 

Studi Kasus 

Pada 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Sleman 

   masih 

dibawah 

potensi yang 

sebenarnya 

atau belum 

digali secara 

optimal. 

Sumber : Penulis 2018 

C. Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini yang diukur kontribusinya adalah Pajak Penerimaan 

Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dibandingkan 

dengan target penerimaan Pajak Penerimaan Pengambilan Bahan Galian Mineral 

Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Langkat.  

 Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dan bisnis kritis 

dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara 

komperhensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Karena 

perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan, 

maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 

kedepan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai 

proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang 

merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang 

berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat setempat. 
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 Pajak pengambilan bahan galian (Golongan C) mineral bukan logam dan 

batuan merupakan pungutan atas pengambilan bahan galian mineral bukan logam 

dan batuan. Pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak mineral bukan logam dan 

batuan menjelaskan bahwa pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam 

dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan pengambilan bahan 

galian mineral bukan logam dan batuan, wajib membayar pajak atas pengambilan 

bahan galian tersebut kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal pajak 

pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dibuat kerangka penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

  Realisasi  Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

 

  PAD  

 Evaluasi 

 

BAPEDA 

Pemerintah Kabupaten Langkat 



 
 

43 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif yang di dasarkan atas survey terhadap objek penelitian. 

Penelitian deskrptif adalah salah satu jenis penelitian yangt tujuannya untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan 

jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit 

yang diteliti dengan fenomena yang diuji. Menurut Sukmadinata (2006:72) 

menjelaskan Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamnya 

maupun fenomena buatan manusia. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan 

Februari 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 : 
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Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian 

 

N

o 

 

Kegiatan 

 

Okt

’17 

Nov  

s/d 

Des ‘17 

Jan 

s/d 

Mei ‘18 

jun 

s/d 

Agts’18 

Sept 

s/
d 

Des ‘18 

Jan 

s
/d 

Juni’19 

 

 

Juli

‘19 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Pengajuan 

Judul 

                        

2 Bimbingan 

Judul Proposal 

                        

3 Penyusunan 

Proposal 

                        

4 Seminar 

Proposal 

                        

5 Pengolahan 

Data 

                        

6 Penyusunan 

Skripsi 

                        

7 Bimbingan 

Skripsi 

                        

8 Sidang Meja 

Hijau 

                        

Sumber : Penulis (2019) 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Uma Sekaran (2011) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan 
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atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, 

situs web, internet dan seterusnya.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

(Uma Sekaran 2011) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang 

diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat 

untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok 

fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarkan 

melalui internet. Data ini harus di cari melalui narasumber atau jenis data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini kuisioner dan didukung dengan wawancara tentang 

kontribusi pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan terhadap 

PAD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat periode tahun 2013 sampai dengan 

2017. Adapun kuisioner menggunakan pertanyaan yang mengacu pada masing-

masing indikator pada variabel. 

D. Populasi  

 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013:215). Pada 

penelitian ini populasinya adalah  laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan , realisasi anggaran, laporan PAD, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Langkat. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel penelitian  

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini 

menggunakan 1 (satu) veriabel independen yaitu : variabel Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan (X1). Dan 1(satu) variabel dependent yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (Y1). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk memberikan definisi kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Deskripsi Indikator Skala 

Pengkuran 

 

 

 

Pajak Bukan Logam 

dan Batuan (X) 

 

Pajak mineral bukan 

logam dan batuan adalah 

pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan 

galian mineral bukan 

logam dan batuan sesuai 

dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

(Marihot,2005:373) 

Jumlah Tonase/Volume × 

Harga Dasar dari jenis 

Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

 

 

 

 

Rasio 

 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

 

Pendapatan asli daerah 

merupakan semua 

penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah.  

 

Pendapatan Daerah 

Retribusi Daerah 

Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) 

Pendapatan Asli Daerah  

 

 

 

 

Rasio 
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Variabel Deskripsi Indikator Skala  

 (Halim,2012:101) Lainnya yang Sah  

Sumber: Penulis 2019 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. 

Dokumentasi  

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar atau perekaman 

suara oleh peneliti untuk memperkut hasil penelitian. Pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti guna mengumpulkan data dari 

berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang 

kontribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

G. Teknis Analisis Data 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis 

kontribusi dimana teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang diberikan dari SiLPA dan Arus Kas guna mendanai belanja modal. 

Perbandingan yang digunakan adalah besarnya jumlah SiLPA dan Arus Kas terhadap 

belanja modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi menurut Abdul 

Halim (2005:163) adalah: 

 
Pn1,…n= ( QXn1,…n/ Qyn1,…n ) ×100% 
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Ket: 

Pn1  = Kontribusi SiLPA 

QXn1  = Jumlah SiLPA APBD untuk belanja modal 

Qyn  = Belanja Modal 

Pn2  = Kontribusi Arus Kas 

QXn2  = Jumlah Dana Arus Kas 

Qyn  = Belanja Modal 

Identifikasi pengklasifikasian kriteria kontribusi adalah sebagai berikut: 

1. 80% - 100% = Sangant Besar 

2. 60% - 79% = Besar 

3. 40% - 59% = Cukup Besar 

4. 20% - 39% = Cukup 

5. 0% - 19% = Kecil
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Langkat 

Langkat sebelumnya merupakan bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad 19, 

wilayahnya terbentang antara aliran sungai Seruwai atau daerah Tamiang sampai ke 

daerah aliran anak Sungai Wampu. Terdapat sebuah sungai lainnya diantara kedua 

sungai ini yaitu Sungai Batang Serangan yang merupakan jalur pusat kegiatan 

nelayan dan perdagangan penduduk setempat dengan luar negeri terutama ke 

Penang/Malaysia. Sungai Batang Serangan ketika bertemu dengan Sungai Wampu 

namanya kemudian menjadi Sungai Langkat. Kedua sungai tersebut masing-masing 

bermuara di Kuala Langkat dan Tapak Kuda. Adapun kata “Langkat” yang kemudian 

menjadi nama daerah ini berasal dari nama sejenis pohon yang dikenal oleh penduduk 

Melayu setempat dengan sebutan “pohon langkat”. Dahulu kala pohon langkat 

banyak tumbuh disekitar Sungai Langkat tersebut. Jenis pohon ini sekarang sudah 

langka dan hanya dijumpai di hutan-hutan pedalaman daerah Langkat. Pohon ini 

menyerupai pohon langsat, tetapi rasa buahnya pahit dan kelat. Oleh karena pusat 

kerajaan Langkat berada disekitar Sungai Langkat, maka kerajaan ini akhirnya 

populer dengan nama Kerajaan Langkat.  

Awal 1942, kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Peerintahan Jepang, 

namun sistem Pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan  
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berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan 

Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat 

kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal 

Kemerdekaan Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu 

Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan kasus keresidenan 

dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir 

Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Pada 

tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat 

terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur(NST) yang berkedudukan di 

Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh 

Tengku Ubaidulah.  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1956 secara 

administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur 

rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat 

luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3(tiga) kewedanan 

yaitu : 

a. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 

b. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 

c. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan. 

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas 

administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assisten Wedana (Camat) 
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sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II 

Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh 

Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-

turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh : 

a. T. Ismail Aswhin 1967-1974 

b. HM. Iscas Idris 1974-1979 

c. R. Mulyadi 1979-1989 

d. H. Marzuki Erman 1984-1989 

e. H. Zulfirman Siregar 1989-1994 

f. Drs. H. Zulkiflil Harahap 1994-1998 

g. H. Abdul Wahab Dalimunthe,SH 03-09-1998 s/d 20-02-1999  

h. H. Syamsul Arifin,SE 1999-2009 

i. Ngogesa Sitepu 2009 sampai dengan sekarang. 

 

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten 

Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju petumbuhan penduduk 1,14% pada 

periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km2. Sedangkan 

tahun 1990 sebesar 1,07%. Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk 

Kabupaten Langkat bertmbah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan 

penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di 

Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 83.223 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit 

berada di Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Pematang Jaya 

sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan kecamatan yang padat 
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penduduknya dengan penduduknya dengan kepadatan 918 jiwa per km2 dan 

Kecamatan Batang Serangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk 

terkecil yaitu sebesar 42 jiwa per km2. 

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak laki-laki 

dibandingan penduduk perumpan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki 

sebesar 521.484 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 521.039 jiwa 

dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09%. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 

tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Melayu 

(70,87%), diikuti dengan suku Jawa (9,93%), Karo (7,22%), Tapanuli/Toba (2%), 

Madina (2%) dan lainnya (5,94%). Sedangkan agama yang dianut Kabupaten 

Langkat mayoritas agama islam (90,00%), Kristen (7,56%), Katolik (1,06%), Budha 

(0,95%) dan lainnya (0,34%). 

 Adapun batasan Wilayah yang dimiliki Kabupaten Langkat dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Wilayah yang dimiliki Kabupaten Langkat 

Utara Selat Malaka 

Selatan 
Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli 

Serdang 

Barat Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh) 

Timur Kabupaten Deli Serdang 

  Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019 
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2. Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PAD di 

Pemerintahan Kabupaten Langkat 

a. Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Langkat 

Berikut ada tabel target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

di Kabupaten Langkat: 

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam 

 

Tahun 

Anggaran Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan 

(Rp) 

Realisasi 

Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

(Rp) 

 

Selisi  

(Rp) 

2013 1,500,000,000 1,511,202,095 11,202,095 

2014 1,500,000,000 1,380,806,447 -119.193.553 

2015 1,700,000,000 2.101.153.820 401.153.820 

2016 1,413,000,000 1,320,371,325 -92,628,675 

2017 2,000,000,000 913,258,419 -1,086,741,581 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019 

Perkembangan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Langkat 

sendiri masih terbilang kecil selama masa penelitian dari tahun 2013-2017. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pada pemilik tambang untuk melaporkan 

dan membayar pajak atas kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Tetapi bukan 

hanya itu kendala yang terjadi juga karena letak pertambangan yang sulit untuk 

dijangkau petugas, dan kurangnya pegawai lapangan sehingga kurang meratanya 

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tersebut. 
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b. Perkembangan PAD di Kabupaten Langkat sendiri 

Berikut ada tabel target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

di Kabupaten Langkat: 

 

Tabel 4.3 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Langkat 

Tahun Anggara PAD 

Kabupaten Langkat 

(Rp) 

Realisasi PAD 

Kabupaten 

Langkat 

(Rp) 

Selisih  

(Rp) 

2013 28.143.300.000 27.682.021.547 -461.278.453 

2014 38.547.000.000 37.150.151.469 -1.423.848.531 

2015 42.120.000.000 42.304.284.902 184.284.902 

2016 45.973.000.000 46.948.822.153 975.822.153 

2017 50.658.000.000 57.043.425.625 6.385.425.625 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019 

Perkembangana PAD di Kabupaten Langkat sendiri mengalami ketidak 

stabilan karna pada tahun 2013-2014 PAD yang dihasilkan tidak melebihi angka yang 

telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Tetapi pada tahun 2015-2017 

PAD yang dihasilkan mengalami peningkatan yang lumayan besar karna jumlah PAD 

yang dihasilkan melebihi angka yang telah ditergetkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Langkat. 
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3. Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 

Kabupaten Langkat  

Berikut adalah tabel kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu: 

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

MBLB (Rp) 

Realisasi 

Penerimaan PAD 

(Rp) 

Kontribusi Pajak 

MBLB terhadap 

PAD (%) 

2013 1.511.202.095 28.143.800.000 5,36 

2014 1.380.806.447 38.547.000.000 3,58 

2015 2.101.153.820 42.120.000.000 4,98 

2016 1.320.371.325 45.973.000.000 2,87 

2017 902.249.650 50.658.000.000 1,78 

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2019 

Tabel 4.5 Identifikasi Pengklasifikasian Kriteria Kontribusi Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan Kabupaten Langkat 

Identifikasi Pengklasifikasian Tahun  Kriteria Kontribusi Pajak 

Mineral Bukan Logam 

80 – 100% = Sangat Besar 2013 5,36% = Kecil 

60 – 79% = Besar 2014 3,58% = Kecil 

40 -59% = Cukup Besar 2015 4,98% = Kecil 

20 – 39% = Cukup 2016 2,87% = Kecil 

0 – 19% = Kecil 2017 1,78% = Kecil 

Sumber Data: BAPPEDA Kabupaten Langkat, 2019  
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Perhitungan kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan 

pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Langkat. Hasil perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan 

Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017 dapat dilihat sebagai  berikut:  

Kontribusi PMBLB = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑀𝐵𝐿𝐵

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
×100% 

 

a. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2013 

Kontibusi MBLB 2013 = 
1.511.202.095,00

28.143.800.000,00
 x100% = 5,36% 

b. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2014 

Kontribusi MBLB 2014 = 
1.380.806.447,00

38.547.000.000,00
 x100% = 3,58% 

c. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2015 

Kontribusi MBLB 2015 = 
2.101.153.820,00

42.120.000.000,00
 x100% = 4,98% 

d. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 

Kontribusi MBLB 2016 = 
1.320.371.325,00

45.973.000.000,00
 x100% = 2,87% 

e. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2017 

Kontribusi MBLB 2017 = 
902.249.650,00

50.658.000.000,00
 x100% = 1,78% 

 Dari gamabar yang ada dihalaman sebelumnya dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2013 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD 

sebesar 5,36%. Kemudian pada tahun 2014 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam 

dan batuasn terhadap PAD mengalami penurunan menjadi 3,58%. Pada tahun 2015 
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kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD menggalami 

kenaikan menjadi 4,98%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan terhadap PAD mengalami penurunan menjadi 2,87%. Pada tahun 2017 

kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD mengalami 

penurunan menjadi 1,78%. Kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

terhadap PAD dapat dikatakan tidak stabil karna masih ada peningkatan dan 

penurunan kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD.  

B. PEMBAHASAN 

Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di beberapa daerah di 

Indonesia mengalami peningkatan yang seknifikan, tetapi tidak sedikit pula yang 

perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan nya tidak mengalami 

peningkatan. Seperti di Kabupaten Langkat sendiri Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan masih mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak terlalu besar seperti 

pajak-pajak lain yang ada di Kabupaten Langkat. Hal itu disebabkan karena masih 

kurang produktif nya pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 

Kabupaten Langkat, seperti masih kurangnya pegawai yang melakukan pemungutan, 

letak pertambangan yang jarak nya berjauhan dengan pertambangan lainnya, kurang 

nya kesadaran pemilik tambang untuk mendaftarkan kegiatan pertambangannya, dan 

kurangnya sosialisasi petugas kepada masyarakat.  

sedangkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat sendiri mengalami 

peningkatan yang signifikan selama 5 tahun belakangan ini. Meski pun Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Langkat mengalami peningkatan yang signifikan hal ini 
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disebabkan oleh kontribusi pajak lain yang ada di Kabupaten Langkat sendiri yang 

hasilnya melebihi dari target yang sudah ditetapkan atau Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Langkat mengalami over target. 

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat belum tercapai dan meski pun 

pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat terus meningkat selama 5 tahun 

belakangan ini tetapi pajak mineral bukan logam dan batuan bukan merupakan 

penyumbang kontribusi terbesar di Kabupaten Langkat hal ini disebabkan karena 

masih masih minimnya dan masih tidak stabilnya kontribusi yang dihasilkan oleh 

pajak mineral bukan logam dan bataun. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan 

batuan terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun belakangan ini, pada tahun 

2013 pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi sebesar 5,36% 

terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2014 pajak mineral bukan logam dan 

batuan mengalami penurunan menjadi 3,58% terhadap pendapatan asli daerah, pada 

tahun 2015 pendapatan asli daerah kabupaten langkat mengalami peningkatan 

menjadi 4,98% terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2016 kontribusi pajak 

mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan menjadi 2,87% terhadap 

pendapatan asli daerah, dan pada tahun 2017 kontribusi pajak mineral bukan logam 

dan batuan kembali mengalami penurunan menjadi 1,78% terhadap pendapatan asli 

daerah. Hal tersebut yang menjadikan pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi 

salah satu pajak daerah yang berkontribusi kecil dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Langkat. Perkembangan kontribusi pajak mineral bukan logam 
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dan batuan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh 

berkurannya pemilik tambang yang terdata pada setiap tahunnya dikarenakan di 

Kabupaten Langkat sendiri pertambangan yang ada kebanyakan adalah pertambangan 

musiman sehingga menjadi kendala untuk para petugas untuk mendata pertambangan 

tersebut. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya kontribusi pajak pengambilan dan 

pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. 

Pada tahun 2006 dan 2007 tingkat kontribusinya sebesar 50%, sedangkan pada tahun 

2008 tingkat kontribusinya mengalami penurunan yaitu sebesar 26%. Hasil analisis 

dari tiga periode diperoleh tingkat kontribusi rata-rata sebesar 42%.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasrkan hasil analisis secara menyeluruh pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik simpulan antara lain: 

1. Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat 

sendiri masih cenderung belum terlalu menonjol dibandingkan pajak daerah 

lainnya. Hal ini dikarnakan belum terlalu besarnya kontribusi yang dihasilkan 

oleh pajak mineral bukan logam dan batuan dan berkurannya pemilik kwari 

yang terdaftar pada setiap tahunnya, karna di Kabupaten Langkat sendiri masih 

banyak penambang musiman yang tidak terdaftar dan enggan mendaftarkan 

kwari miliknya. 

2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Langkat 

sendiri sudah berkontribusi tetapi belum bisa dikatakan cukup besar. Karna 

kontribusi di Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2017 belum pernah 

menyentuh angka diatas 19%. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi sebesar 

5,36% sedangkan tahun 2014 tingkat kontribusi sebesar 3,58% sehingga tingkat 

kontribusi pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan, pada tahun 

2015 tingkat kontribusi sebesar 4,98% sehingga tingkat kontribusi pada tahun 

2014 sampai 2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tingkat kontribusi  
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sebesar 2,87% sehingga tingkat kontribusi pada tahun 2015 sampai 2016 

mengalami penurunan, pada tahun  2017 tingkat kontribusi sebesar 1,78% 

sehingga tingkat kontribusi pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diajukan 

adalah: 

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat harus membentuk 

tim pengawas inventaris dan pegaws pertambangan yan terdiri dari 

beberapa instansi dan Badan Pendapatan Derah Kabupaten Langkat juga 

harus membentuk tim audit untuk mengetahui pembayaran setiap usaha 

pertambanga. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat juga harus 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang eksploitasi alam agar 

masyarakat juga tidak sembarang melakukan kegiatan penggalian Mineral 

Bukan Logam daan Batuan. Untuk masyarakat juga harus lebih sadar 

untuk mengurus surat perizinan dan juga harus lebih sadar untuk 

membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Masyarakat juga 

tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan karna itu juga akan 

berdampak pada ekosistem dan akan merugikan masyarakat itu sendiri 

karna kerusakan alam yang telah dilakukannya. 

2. Semoga penelitian ini mampu membantu utnuk penelitian selanjutnya dan 

menjadi refrensi untuk pembaca. 
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